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MPR hasil pemilihan umum tahun 1997 dalam sidang umumnya yang diselenggarakan tahun 1998 telah
membahas materi tentang HAM untuk ditetapkan menjadi ketetapan MPR tersendiri sebagai usulan dari
Fraks Persatuan Pembangunan (F-PP) dan Fraks Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Pada akhirnya,
HAM gagal disahkan dalam bentuk ketetapan tersendiri tetapi ada beberapa butir pokok-pokok pemikiran
tentang HAM yang masuk menjadi bagian Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN), gagasan yang awalnya di dukung oleh tri-fraksi terdiri F-KP, F-ABRI, dan F-UD. Tesisini
mencoba mencari jawaban mengapa HAM tidak dijadikan Ketetapan MPR tersendiri.

|dealnya hak asasi manusia adalah muatan sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Namun, karena
ada konsensus politik pada masa Orde Baru yang tidak berkehendak untuk mengubah UUD 1945 maka
gagasan untuk memasukkan HAM dalam UUD 1945 dengan jalan mengubah atau mengamandemen
menemui jalan buntu. Oleh karenaitu, usulan agar HAM ditetapkan dalam satu naskah ketetapan MPR
sehingga menjadi semacam bill of rights, menjadi pilihan yang wajar apalagi sejarah menunjukkan pada
masa M PRS tahun 1968 telah berhasil menyusun naskah HAM.

Hasil penelitian menunjukkan maksud mengajukan rantap HAM adalah agar secara yuridis konstitusional
menjadi pedoman pelaksanaan perlindungan HAM dan kewagjiban serta tanggungjawah sosial secara kol ektif
maupun individu, yang bersifat menyeluruh bukan sekedar kebijaksanaan parsial. BilaHAM hanya
ditampung dalam GBHN kurang tepat karena (1) hanya memuat garis-garis besar sehingga materi HAM tak
tertampung seluruhnya, (2) hanya berlaku selama limatahun, (3) selalu terbuka untuk ditinjau kembali dan
(4) selau terbuka diubah sama sekali.

Dari proses usulan dan pembahasan ditemukan bahwa tri-fraksi menilai lahirnya TAP MPR tentang HAM
akan menyulitkan pemerintah yang sedang dihadapkan pada kondisi pemulihan krisis ekonomi dan ancaman
instabilitas politik. Secara bersamaan, adanya usulan yang gagasannya datang dari Presiden Suharto untuk
melahirkan TAP MPR tentang pelimpahan tugas dan wewenang khusus kepada Presiden, menjadi salah satu
faktor yang kontradiktif bagi penegakan hak asas manusia dan usulan TAP MPR tentang HAM. Pada
akhirnya sumbangan terbesar penyebab kegagalan TAP MPR tentang HAM adalah konstelasi politik MPR
yang lebih merepresentasikan politik Orde Baru yang bercorak birokratik otoritarian dengan korporatisme
negara yang terjelma dalam hubungan kekuasaan antara Presiden Suharto dengan tri-fraks sebagai kekuatan
politik dominan. Pada sisi yang lain, F-PP dan F PDI sebagai fraksi pengusul Rantap HAM merupakan
kekuatan minoritas yang tak mampu menjalankan fungsi kontrol atau bertindak sebagal kekuatan oposisi.

Perdebatan HAM yang diwarnai isu dalam konteks hubungan internasional menunjukkan adanya kesadaran
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pengaruh eksternal terhadap tekanan dan tuntutan untuk penegakan HAM, melalui badan kerjasama
internasional atau kerjasama bantuan ekonomi. Demikian juga ada kesadaran dari semua fraksi bahwa
dinamikainternal berupa tuntutan penegakan hak asas manusia merupakan konsekuensi logis dari hasil
pembangunan yang melahirkan kelas terdidik dalam masyarakat yang menginginkan partisipasi politik
dalam konteks penegakan hak asasi. Isu HAM pada konteks pemahaman universalitas dan relativisme
menunjukkan posisi fraksi yang berbeda, pada sisi tri-fraksi ada kecenderungan kuat menolak paham
universalisme. sedang sisi yang lain antara F-PP dan F-PDI tidak mempermasal ahkan pandangan
universalisme meskipun mengakui relativisme dalam konteks Indonesia. 1su pelanggaran HAM yang
muncul dalam perdebatan ditengarai |ebih banyak dilakukan oleh unsur negara, karena faktor struktural
kuatnya negara dan kebijakan pembangunan yang berasumsi pembangunan ekonomi dengan pengorbanan
aspek politik, disisi lain aspek kultural masyarakat yang bersikap menerima.



